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Abstract

The aim of this study is to legal consequnces of making the deed of sale and purchase of land not in accordance 

with the procedure making the deed of PPAT.   The method of juridical approach used is empirical research 

the method of inductive thinking.  Based on this research found that,  the legal effect of making the deed of 

sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be 

dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third 

parties may uti l ize it to i ts interests .  

Keywords:  PPAT deed, legal effect, the procedures for making   

 

Abstrak

 

Kata Kunci: akta  

A. Pendahuluan

pasal 3 adalah : 

Pendaftaran tanah bertujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan kepada pemegang  hak atas 

suatu bidang tanah,  satuan rumah susun 

pemerintah agar dengan mudah dapat 
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mengadakan perbuatan hukum  mengenai  

bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan 

pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

di Pertanahan.

prosedur pembuatan akta otentik  akan  membawa 

akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.  

sistem pendaftaran hak  (registration of title) dimana 

pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  di  

Peraturan Pemerintah.

a.  Pengukuran, pemetakan dan pembukuan 

tanah;

b.  Pendaf taran hak-hak  atas tanah dan 

peralihan hak-hak tersebut,

Dalam hal pelaksanaan  dari  peralihan hak 

   

kegiatan  pendaftaran  tanah   dengan  membuat  

perbuatan  hukum     tertentu  mengenai  Hak  

atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

hibah, pemasukan Hak Guna Bangunan/Hak 

Pembuktian  bahwa  hak  atas  tanah  tersebut  

dialihkan,  maka  harus  dibuktikan dengan  suatu  

pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah 

tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah 

tanah  dan bangunan.   Berkaitan  dengan  kepastian  

pemilikan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  setiap 

hukum  harus  dibuat  dengan  akta otentik.  Hal  ini  

penting  untuk  memberi  kepastian  hukum  bagi  

gugatan pihak manapun.  

           Berkaitan  dengan  jual  beli  tanah,  



Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Jul i-Desember 2016

132

wajib  melakukan  pemeriksaan  ke  Kantor  

Pertanahan  setempat untuk  mengetahui  

di  Kantor  Pertanahan  dengan  memperlihatkan 

3.   Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan 

maka izin tersebut harus sudah diperoleh 

sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak 

hak  atas  tanah,  calon  penerima  hak  harus  

pemindahan  hak  tersebut  tidak menjadi  

ketentuan  maksimum penguasaan  tanah  

menurut  ketentuan  peraturan  perundang-

pemindahan  hak  tersebut  tidak menjadi  

pemegang  hak  atas  tanah  absentee  

(guntai)  menurut  ketentuan peraturan 

dimaksud  pada  a  dan  b  tersebut  

tidak  benar  maka  tanah kelebihan atau 

landreform;

  

surat  kuasa  tertulis sesuai  dengan peraturan 

 

untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam  suatu  

antara  lain  mengenai  kehadiran  para  pihak  

mengenai isi  dan  maksud  pembuatan  akta  dan  

sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa 

pembatasan derajat dan dalam garis ke samping  

sampai  derajat  kedua,  menjadi  pihak  dalam  

dengan cara bertindak sendiri maupun melalui 

untuk didaftar.

pemberi tahuan  tertul i s  mengenai  telah  

sebagai berikut :
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bersangkutan.

diperjualbelikan  dan  tidak  sedang 

dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Akibat 

B. Metode  Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

Hukum non doktrinal termasuk dalam penelitian 

Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui 

observasi dan wawancara mendalam (in depth 

interview) dengan para responden dan narasumber 

primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

menghasilkan data diskriptif-analitis. Data diskriptif  

kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan 

manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis 

dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan 

gejala     secara    konseptual   ke   dalam   aspek-

variabel). Metode 

kualitatif  dikembangkan untuk mengungkap gejala-

kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau 

C.    Hasil Penelitian dan Pembahasan

perjanjian jual beli di antara para pihak adalah tetap 

terpenuhi. 

Dalam hal pembuatan akta jual  beli  tanah 

dengan konstruksi pembuatan akta jual beli sebagai 

berikut, 

serta Pajak Penghasi lan Atas Penghasi lan 

Dan/Atau Bangunan)  dan pajak atau Bea 

menjadi akta di bawah tangan karena tidak 

oleh undang-undang dan atau peraturan-

peraturan lain. 

sanksi administrati f  dan denda (Pasal 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

rupiah) untuk setiap pelanggaran). 

 

menandatangani akta jual beli (titipan akta), 

K etentuan Pel aksanaan Peraturan 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

karena : a. melakukan pelanggaran berat 

terhadap larangan atau kewajiban sebagai 
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belum atau tidak berwenang melakukan 

menjadi akta di bawah   tangan karena tidak 

oleh undang-undang dan atau peraturan-

peraturan lain. 

3.   Penandatanganan akta jual beli oleh penjual 

adalah: 

menjadi akta di bawah   tangan karena tidak 

oleh undang-undang dan atau peraturan-

peraturan lain. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 

administrati f  berupa teguran tertul i s 

kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh 

ketentuan tersebut. 

adalah: 

menjadi akta di bawah   tangan karena tidak 

oleh undang-undang dan atau peraturan-

peraturan lain. 

b.  Bagi pembeli terdapat resiko sertipikat 

diblokir atau sertipikat tidak sesuai dengan 

Pertanahan.  

5.   Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar 

tanpa dihadiri oleh saksi-
saksi, akibat  hukumnya adalah: 

pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban 

menjadi akta di  bawah   tangan karena tidak 

undang dan atau peraturan-peraturan lain. 

tanpa dihadiri oleh 

ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari 

kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-

menjadi akta di  bawah   tangan karena tidak 

undang dan atau peraturan-peraturan lain. 

akta jual beli berbeda dengan 
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oleh Kepala Badan, karena : d. memberikan 

menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi 

dan atau peraturan-peraturan lain (Pasal 6 Undang-

hal: a. jual beli adalah harga transaksi. 

D.    Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik adalah bahwa  secara  

membuat akta tersebut atau jika  akta  tersebut  cacat  

pembuatan  akta  tersebut  terdapat  salah  satu  atau  

baik  disengaja maupun karena kealpaan dan/atau 

tersebut adalah sebagai berikut: 

b.  Secara formalitas akta tersebut tetap akta 

tetap diproses di Kantor Pertanahan. 

berkepentingan dapat membuktikan bahwa akta 

tersebut telah dibuat dengan tanpa memenuhi satu 

akta di bawah tangan. 

berkepentingan dapat memanfaatkan keadaan ini, 

misalkan pihak ketiga tersebut akan mengajukan 

otentik tersebut dapat didegradasikan menjadi akta 

memi l i ki  kemungkinan untuk memenangkan 

E.   Saran 

Berdasarkan kajian dan kesimpulan di atas, 

pembuatan akta jual beli selalu  bersandar  kepada  

kepastian  hukum  atas  peralihan hak atas tanah. 

sanksi pemberhentian baik dengan hormat maupun  

dengan  tidak  hormat maupun tuntutan ganti rugi dari 

selalu berlandaskan pada  moralitas dan integritas 

melaksanakan pembuatan akta jual beli sehingga 
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